
 

 

 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 
NOMOR  17   TAHUN 2018              

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN 

PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN 
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa  dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2036 
maka Luasan Lahan Pertanian Tanaman  Pangan 

Berkelanjutan Kabupaten perlu disesuaikan dengan 
kawasan Pertanian yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Lahan Pertanian 

Tanaman Berkelanjutan Provinsi; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman 

Pangan Berkelanjutan perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran 

Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1820); 

 
 

Konsep ini  dibuat oleh, 

Jabatan ; Kabag. Hukum 

Tanda 

tangan 

;  

Nama  ; Hamsinah, SH 

Pangkat ; Penata Tk.I 

NIP : 197302122006042018 

Dikoresi /diperbaiki oleh, 

Jabatan ; Asisten Bidang 

Pemerintahan 

Tanda 

Tangan 

;  

Nama  ; H. Ainur Rafiq, S. Sos, 

M.AP 

Pangkat ; Pembina Utama Muda 

NIP : 196810221990011001 

Disetujui oleh, 

Jabatan ; Sekretaris Daerah  

Tanda 
tangan 

;  

Nama 

Terang 

; H. Akmad Tamzil, S.IP, 

MM  

Pangkat ; Pembina Utama Madya 

NIP : 196006061982031020 

 



 
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2013); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476); 

  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4411); 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya 

Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian 
(International Treaty On Plant Genetic Resources For 

Food and Agriculture); 

  11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4660); 

  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

 



  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

  14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068); 

  15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5360); 

17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Re[publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
20. Peraturan Pemeritah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5185); 

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5283); 



23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 
Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); 

24.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 

 

   

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG 
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN 

PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH  

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Tanaman Pangan Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 91) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 

 
(1) Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 

diawali dengan penyusunan usulan perencanaan Lahan 
Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten. 

(2) Dalam rangka penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan 
verifikasi. 



(3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan 
tanggapan dan saran perbaikan. 

(4) Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan 

perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 
di Daerah. 

(5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan 
pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, 
atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan. 

(6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi, identifikasi dan 

verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 12 

 
(1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Berkelanjutan 

ditetapkan mengacu pada Rencana Tata Ruang  Kabupaten. 

(2) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 43.600 Hektar.  

(3) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta 

dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

(4) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi 

penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan 
lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. 

(5) Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan 
Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) luasannya berada di 

dalam maupun diluar kawasan pertanian tanaman pangan 
berkelanjutan. 

(6) Luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan 
lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah 
memenuhi persyaratan dan kreteria sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

(7) Sebaran luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan 
dan lahan Cadangan Pertanian Tanaman pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

 
 
 

 
 



 
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 
      Ditetapkan  di Barabai 

      pada tanggal 31  Desember 2018 
 

      Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
 
                                                                                    ttd 

 
        A. CHAIRANSYAH 

 
Diundangkan di Barabai 

pada tanggal  31 Desember 2018 
 
                         

           SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 

 
                     ttd 

 
               AHKMAD TAMZIL 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR  17 

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (160/2018) 
 


